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JUDUL : FUNGSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG 

MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG. 

(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG). 

 

Penulis, 

 

Bayu Pratama Saputra 

ABSTRAK 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa peran visum et revertum dalam proses penyidikan tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 

2. Bagaimana kedudukan visum et revertum sebagai alat bukti dalam tindak 

pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah 

penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji 

hipotesa.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : 

1. Penelitian kepustakaan (library reseach). Dalam usaha mendapatkan 

data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder yang 

berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam 

literature-literaure, khususnya yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. 

2. Penelitian lapangan (field reseach). Untuk memperoleh data primer, 

dengan caraa melakukan wawancara dengan pihak satreskrim 

polrestabes palembang. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan 

dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data-data yang bersifat primer dan 

sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permaslahan 

yang diteliti skripsi ini . 

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikutu : 

1. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang harus dapat dibuktikan hubungan kematian antara penganiayaan 

dengan meninggalnya korban. Dalam pembuktian tersebut apabila tidak 

ada hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan kematian 

korban,makapelaku hanya didakwakan melakukan delik penganiayaan 

(pasal 351 ayat (1) KUHP. 

2. Visum et revertum adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter 

atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang 

dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sumpah, untuk 

kepentingan pengadilan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Penggolongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk 

membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. 

Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat penting, mengingat begitu 

banyaknya pidana yang dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana. 

       Penggolongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi.
1
 tersebut dikenal 

sebagai penggolongan tindak pidana dalam kitab undang-undang terhadap harta 

benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap 

kehormatan dan tindak pidana terhadap badan atau tubuh. Diketahui bahwa tujuan 

umum dari hukum acara pidana adalah berupaya untuk mencari dan menemukan 

atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati.  

       Upaya mencari kebenaran yang materil ini menjadi salah satu perbedaan 

antara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata kebenaran 

yang akan dicapai adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang berdasarkan 

formalitas-formalitas hukum, sementara kebenaran yang di utamakan dalam 

hukum acara pidana ialah kebenaran materil, yaitu yang bukan hanya memerlukan 

formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap 

                                                           
1
 Tongat,2003,Djambatan,Jakarta,Hukum Pidana Materil,.hlm.1  



formalitas hukum itu didepan muka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang 

ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam 

memutuskan perkara.
2
 Dalam hukum acara pidana ada beberapa pihak yang 

terlibat di dalamnya yaitu : 

1. Polisi  

2. Jaksa 

3. Hakim 

4. Advokat 

Keempat hal inilah yang nanti diharapkan dapat mewujudakan tujuan dari hukum 

acara pidana itu sendiri dengan menerapkan secara jujur dan tepat ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam suatu 

perkara pidana sehingga siapa yang bersalah dapat dijtuhkan hukuman dan 

sebaliknya yang tidak bersalah dibebaskan dari hukuman. 

Dalam melakukan penyidikan, penuntut dan pemeriksa di pengadilan, 

penyidik,penuntut umum dan hakim tidak terlepas dari ilmu pengetahuan 

laindalam melaksanakan ketiga hal tersebut dibidangnya masing-masing. Salah 

satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik.  

Ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu kedokteran untuk kepentingan 

pengadilan yang mana ilmu kedokteran kehakiman itu sangat berperan dalam 

membantu pihak kepolisian, kejaksaaan dan kehakiman untuk menyelesaikan 

segala permasalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan ini.    

                                                           
2
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Ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu dunia peradilan 

dalam persitiwa :  

1. Terlukanya seseorang  

2. Terganggunya kesehata seseorang  

3. Mati/meninggalnya seseorang 

Dimana dari akibat hal yang terjadi tersebut ada dugaan dari penyidik bahwa 

telah terjadi suatu tindak pidana, untuk itu diperlukan bantuan dari seseorang ahli 

untuk memecahkan persoalan tersebut.   

Permintaan bantuan ahli ini dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yang salah satunya adalah pasal 133 ayat (1) yang 

menyatakan : “ dalam hal penyidikan untuk kepentingan pengadilan mengenai 

seorang korban baik luka,keracunan,ataupun mati yang diduga karena peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan 

kepada ahli kedokteran kehakiman,dokter ataupun ahli lainya”.   

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran 

kehakiman,dokter, atau ahli lainya atas korban atau barang bukti yang dikirim 

oleh penyidik, maka ahli tersebut akan membuat hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukanya dan kesimpulan dari ahli bersangkutan berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikinya. Laporan dari ahli ini disebut dengan visum et 

refertum. 

Visum bukanlah istilah hukum melainkan merupakan istilah kedokteran. Oleh 

karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami 

dan mengerti apa pengertian dan sejauh mana peranan visum et refertum dalam 



tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 

hilangnya nyawa seseorang.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemukan pula istilah visum et refertum 

tetapi yang dapat ditemukan adalah keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli 

nyatakan dalam persidangan tulisan ataupun dalam bentuk laporan maupun lisan 

yang disampaikan langsung dipersidangan dimana keterangan ahli dalam bentuk 

apapun termasuk dalam visum et refertum. 

Meskipun pengertian visum et refertum dalam Kitab Undang-Undang  Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) tidak tercantum secara tegas,namun sebagai pedoman 

dapat dijelaskan bahwa visum et refertum adalah “ hasil dari pemeriksaan yang 

dibuat oleh dokter berdasarkan apa yang dilihatnya dan dketahuinya berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guna kepentingan pengadilan”  

Visum et refertum sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya untuk 

peristiwa meninggalnya seseorang yang diakibatkan oleh tindak piana 

penganiayaan yang dilakukan dengan berbagai modus operandi karena umumnya 

barang bukti peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam 

persidangan. 

Berdasarkan uraian diatas dan dipilih, pembahasan secara singkat dan 

sederhana tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa seseorang dengan judul PERAN VISUM ET REFERTUM DALAM 

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG 



MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI 

KASUS POLRESTABES PALEMBANG) 

B.  Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Apa Peran visum et refertum dalam tahap proses penyidikan pidana 

penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ? 

2. Bagaimana Kedudukanvisum et refertum sebagai alat bukti dalam proses 

penyidikan pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang ? 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

 Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam sripsi ini tidak 

menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup 

yang berkaitan dengan judul.  

ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai peran dan kedudukan 

Visum Et Refertum dalam tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran visum et refertum 

dalam proses penyidikan perkara pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 



b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan Visum Et 

Refertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana. 

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi hukum pidana dan hukum lainya, yang dipersembahkan 

sebagai pengabdian kepada almamater tercinta. 

D. Kerangka Koseptual 

 Kerangka konseptual atau definisi eporasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan 

teliti. Definisi-definisi yang dimaksud sebagai berikut :  

1. Visum Et Refertum adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter 

atas permintaa tertulis oleh pihak yang berwajib mengenai apa yang 

dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sumpah, untuk 

kepentingan pengadilan. Visum et refertum dibuat oleh dokter kehakiman 

berdasarkan amanat dari undang – undang nomor 8 tahun 1981
3
 tentang 

kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dokter kehakiman 

hanya dapat memberikan visum et refertum dalam menegakan keadilan.  

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti,membuat terang tendang tindak pidana yang terjadi guna 

menemukan tersangka. (pasal 1 butir (2) undang-undang No. 8 tahun 
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1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4
 (KUHAP). 

Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau 

pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukn suatu penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). 

3. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 

(KUHP)  tidak dijelaskan apa yang dimaksus dengan penganiayaan akan 

tetapi secara yurispudensi pengaiayaan adalah tindakan secara sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit,atau luka, dan 

sengaja merusak kesehatan orang.
5
 

 Pasal 351 (KUHP) 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratur rupiah. 

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. 

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

5) Percobaan untui melakukan kejahatan tidak dipidana. 

4. Hilangnya nyawa seseorang adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan 

meninggal atau menghilangkan nyawa orang dengan sengaja maupun 

                                                           
4
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5
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secara tidak sengaja,baik dengan alat yang mematikan maupun tidak 

mematikan.
6
 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.
7
 

2. Jenis Dan Sumber Data 

adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, 

yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang 

dianggap pendapatnya dapat membantu penulisan skripsi ini. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum 

seperti :  

1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yang mempunyai Hukum Tetap, 

Traktat dan lain sebagainya. 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya 
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rancangan undang-undang republik indonesia,hasil karya 

tulis (literatur), hasil-hasil penelitian, surat kabar,buku-buku 

hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan 

dengan data arsip instansi terkait yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang sifatnya menunjang 

bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau 

dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelesan 

mengenai bahan hukum primer dadn bahan hukum 

sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia dan kamus 

hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data berikut : 

a. Studi Kepustakaan : untuk mendapatkan data sekunder 

dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur 

yang berhubungan dengan judul. 

b. Studi Lapangan : untuk mendapatkan data primer dengan 

cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di 

lapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu akan 

dilakukan riset terhadap instansi terkait yakni polresta 

palembang. 

 



4. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, 

diklarifikasi,baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya 

mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang 

teratur,sistematis,logis dan efektif sehingga dengan memudahkan 

untuk interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil 

dari sumber bahan hukum tersebut diktruksikan dalam bentuk 

kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan  

 Rencana Penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang,permasalahan,ruang lingkup 

dan tujuan,definisi konseptual,metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang paparan peninjauan kembali yang berkaitan dengan 

judul dan permasalahan dan berkaitan dengan teori-teori yang 

memperkuat gagasan dalam mengumpulkan bahan pembahasan. 

BAB III : Pembahasan  



Berisi tentang pembahasan permasalahan yang diambil dalam 

penulisan skripsi ini, Peran dan Kedudukan visum et refertum 

Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus 

Polrestabes Palembang). 

BAB IV : Penutup  

Berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi 

ini,serta memberikan saran 
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